
BUPATI TANA TORA"'A
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA

NOMOR :J TAHUN 2022

TENTANG

. ROADMAPREFORMASIBIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORrq"rA TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"'A,

Menimbang:

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi
secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi
dan berkelanjutan, diperlukan regulasi daerah untuk
mendukung dan menumbuhkan persamaan pemahaman
guna memperlancar pelaksanaan Road Map Refonnasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tana Torqia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana
dimaksud dalam huruf a dan untuk ketentuan Pasal 4
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O1O tentang Grand
Design Reformasi Birolcasi 2OIO-2O25, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tana Tora-ja

Tahun 2O22-2O26;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lcmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 44OO);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 12 Talun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor A2, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor l1 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2O2O Nomor
249, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Desigrr Reformasi Birokrasi 2010-

2025;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/2O/M.PAN /O412006
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tentang Pedoman
Publik;

Penyusunan Standar pelayanan

11. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
. Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2olg tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor l22O);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor l0 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUST(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG ROAD MAP

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2O2I -2026.

BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

/
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4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Tor4ia'

5. Road Map adalah sebuah dokumen rencana ke{a rinci yang

mengintegrasikan seluruh rencana dan pelalsanaan program serta

kegiatan dalam rentang walrtu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi

Birotcasi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintahan Daerah agar be{alan
secara efektif, efesien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan
berkelanjutan.

BAB III

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tarta

Toraja disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah

BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

BAB IV Monitoring Dan Evaluasi

BAB V Penutup

(21 Uraian Road Map Reformasi Birolaasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-
2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam l,ampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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BAB IV

PENUruP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangfuan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlen pengundangan Feraturan
Bupa.ti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale
tanggal 1! lesenber 2r 22

TORA.IA, t

S ALI.o UNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 19 les a,lbor 2022

S DAERAH KABUPATEN TANA TORA"'A

.MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANATORA.IATAHUN 2022 NOMOR 33
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